
PERATURAN BERSAMA 
GUBERNUR fJAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

KEPALA KE.JAKSAAN T.NGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKAP.TA,, 
KEP ALA KEPOLISIAN DAERAH DAEkAH ISTIMEWA YOGY AKARTA. UAN 
KEPALA PUSAT PENGELOI .AAN LINGKUNGAN HIDUP REGIONAL J,\ w' A 

KOMOR: ;;. s- rAl/uN .2..oo6
NOMOR: .*E,P , J-6 /of.I/ oy / ot

NOMOR: .8 / -<8d£ /x / �O'Dl 
NOMOR: /( t::"")> .2.3 / JJP-< I/ -�EG:--$- Jo 7 /'.::.oD6

TENTANG 
PENEGAKAN HOKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU 

DENGAN RAHMA T TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGY AKARTA, 
KEPALA KEJ.AKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKA.tlTA, 

.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKART A, 1JAN 
KEPALA PUSAT PENGELOLAAN LINGKUNGAN TJIDUP REGIONAJ, JAWA, 

Menimbang         : 

Mengiugat            : 

a. bahwa pencP,maran dan perusakan lingkungan hidup di Propiuc;i Daerah
Istimewa Yogyaka1 :a semakin meningkat yang mengarah 1�e�1aaa
bencana lin1kungan�

b. bahwa pencemaran d::m ;,erusakan lingkurtgan hidup t("rs�but Sulah
satunya disebabkan ketidaktaatan masyarakat dalrt.: r,1ematuhi
ketentuan peraturan perun<lang-undangan di bidang lingk-\!fls�11 h1dup�

c. bahwa untuk mengharnbat laju pencemaran clan perusaJnn ltrg}:ungan
hidup diperlukan penegakan hukum lingkungan hidup se:a�;t terpadu
di Propinsj Daerah Istimewa 1 ugyiu�ai ta,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud daiam i1uruf
a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Bersama Ou'ut;m1 1 r Daerah
Istimewa Yogyakarta, Kepala Kejaksaan Tinggi Da�rah I<.timewa
Yogyakana, Kepala Kepolisian Daerah Daerah Istimev 'a Y \;eyakarta,
dan Kepala Pusat Pengelo!aan Lingkungan Hidup RP.1:sionai Jawa
tentang I enegakan Hukum Lingkungan Hidup Teq•a,lu t.mtang
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu�

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Und:u,g .. t•ndang
Hukum Pidana dengan segala perubahan;

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pemben�u:·an Daerah
Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 falJun 1950
sebagaimana telah diubah dan dit.81')bah terakhir de:1gc.in Undang
undeng Nomor 26 Tahun l 959�

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang .Kltab Ut1dang-undang
Hukum Acara Pidana jo Peraturan Pemerintah Norr.or 27 Tahun
1983�



. Menetapknri        :

4. Undang-undang Nomo, 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Neg:.:.;a Republik
Indonesia (Lembe1ran Negara Republik Indonesia Tahun 200:� Nomor 2,
Tambahan U�mbaran .\Jegara Republik Indonesia Nomor 4168);

5. Undang-undang Nomor 16 Tahu.i 2004 �E..11tang Kejaksaa'l ?.epublik
Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20J4 Nornor G"/);

6. Peraturan Pemerintah Ncmor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negctrn Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomo1 36 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Numor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelola2n Li'.nbah
Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik !ndoriesia
Nomor 3815) jo Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 (lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambaha;i Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 391 O);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran dan atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Nega:-a Republik
Indonesia Nomor 3816);

9. Peraturan Pemerintar Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analis!s Mengenai
Dampa'.c Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Te1hun 1999
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Ncrr,cr 3838);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1099
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nome:- 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolc1an Kualitas
Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran l\legc:i1 � Rapublik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 15:., Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4161);

12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Ta�:..in 2004
tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran d2n atau
Perusakan Lingkungan Hidup;

13. Keputusan Bersama Menteri Negara Lingkungan Hidup Republir. !ndo�·,esia,
Jaksa Agung Republi:: Indonesia dan Kepala Kepolisian Republ;k Indonesia
Nomor: Keo-04/MEN:...H/04/2004, No. Po.I: Kep-19/l\t/2004, Nomcr: .�ep-
208/A.JA/04/2004 tentang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu
(Satu Atap);

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BERSAMA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
KEPALA KEJAV.SAAN TINGGI DAERAH ISTIM�WA YOGYAKARTA, KEPALA 
KEPOLISIAN DAE�H DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA D.l.N :(EPALA_ 
PUSAT PENGELOLAAN LINGKUNGAN Hl�UP REGIONAL JAWA TFNTANG 
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU. 



SABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam f->ernturan Bersama ini ;ang dimaksud dengan: 
1. Satuan Tugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup atau disingkat ST?2:....H adalah 

tim ya.19 dibentuk oleh Gubernur yang melibatkan instansi terkait di tingkat prooinsi yang 
�Jertugas membantu Gubernur dalam rangka · pelal,sanaan penyelesaian perma�aiahan 
lingkungan hidup; 

2. Satuar; Tugas Penegakan Hukum Pidana Lingkungan atau disingkat STPHPL adainh tim yang
diber1tuk oleh Gubernur yanq merupakan 9abu11gan dari komponen penegak hukum yang
n:eia�sc1nakan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan.

3. Verifikasi adalah serangkaian kegiatan yang meliputi �emeriksaan kebenaran pengaciuan,
me11eliti sumber pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup, tingkat pencemaran dan
ata.u perusakan lingkungan hidup, perkiraan jenis dan besarnya kerugian, lokasi terjarlinya
pencemaran <.Jan atau perusakan lingkungan hidup, luas lokasi yang terkena cJamp2k, serta
p:hak yan� bertanggung jawab atas terjadinya pencemc:ran dan atau perusakan lingkungan
hidup.

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal2 

Maksud ditetapkannya Peraturan Bersama ini adalah untuk meningkatkan keterpadu211 <:li antarn 
Pemerin1ah Caerah Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi Daer2h lstimewa 
Yogyakarta, Kepolisian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta dan Pusat Pengelolaan L ingi<ungan 
Hidup Regional Jawa dalam pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup di Prop:nsi ::)aerah 
lstimewa Yogyakarta. 

Pasal 3 

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bersama ini adalah: 
a. Tercapainya Penegakan Hukum Lingkungan Hidup secara optimal melalui koordi,,asi dan

kesamaan persepsi antara Pemerintah Daerah Propinsi Daerah lstimewa Ycgyal<:arta.
Kejaksaan Tinggi Daerah lstimewa Yogyakarta, Kepolisian Daerah Daerati lstimewa
Yogyak2rta dan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional . lawa;

b. TarwujL:dnya keterpaduan, peningkatan kapasitas dan integritas dari Satua:1 Tugas
Ponyelesaian Permasalahan Lingkungan Hid up dan Satuan Tugas Penegakan Huku,11 Pid :ma
Lingkungan d1 Propinsi Daerah lstimewa 'f ogyaka1 ta;

c. Terbentd<nya sistem Penegal<an Hukum Lingkungan Hidup Terpadu di Propi11si Daerah
lsfanewa Yogyakarta.



BAA 111 

RUANG LINGKUP 

Pasal 4 

�uang lin�kup Peraturan Bersama ini meliputi koordinasi: 

�. Verifikas; pengaduan; 
b. Peneg.ikan hukum adm:nistrasi;
c. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup (melalui pengadilan dan di luar pengadilan);
e. Penegak;m hukum pidana (penyidikan dan penuntutan);
e. Sosialisasi dan peny·Jluhari;
f. Pertu�aran data dan infcrmasi,
g. PsnrJidikan dan pelatihan.

BABIV 

TIM PENEGAKAN H UKUM LINGKUNGAN HIDUP TERPADU 

Pasal5 

(1� Sebagai ·pelaksanaan dari Peraturan Bersama ini dibentuk Tim Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup Terpadu Propinsi Oaerah lsti:newa Yogyakarta. 

(2) Tim Penegakan Hukum Lingkun�an Hidup Terpadu sebagaimana dimaksud da:am ayat (1)
terdiri dmi:
a. Saluan Tugas Penyelesaian Permasalahan Lingkungan Hidup (STP2LH);
b. Satuun Tugas Penegakan Hukum Pidana Lingkungan (STPHPL);
c. Sekretariat

(3) Pembcntukan Tim Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu sebagaimana dini3ksud
dalam ayat �1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Oaerah iSfrr.ev:a
Yogyakarta.

Pasal6 

(1) STP'.2LH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a terdiri dari:
a. Kelompok Kerja Penelitian.
b. Kelompok Kerja Teknis.
c. Kelompok Kerja Hukum.

(2) STP2U-I melakukan tugas:
a. verifikasi terhadap pengaduan yang disampaikan kepada Tirn Penegakar. Hukum

i...irigkungan Hidup Terpadu dan selanjutnya memberikan rekomendasi penegakan hukum
r:1dr.1inistrasi dan/atau penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan/atau penegakm, riukum
pidana kepada instansi terkait dan/atau tim terkait yang tergabung dalam satuar; tuga·;
se;:;uai ��11gan kewenangan n:,asing-masing;

' 

b. pGilyusunan dan pengajuan gugatan ganti kerugian untuk penyelesaian sengketa
\ingkungan hidup rnelalui pengadilan atau menyelenggarakan per,yelesaiar. sengketa
lingk11ngan hidup di luar pengadilan.

(3) Apabiia !elah terbentuk Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengi<eta
Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan, maka mediator pada lernbaga tersebut n:e:L!pakan
bagi3:i dmi STP2LH.



Pasal7 

(1) STPHPL sebagaimana dimal<sud dalam Pc:1sal 5 2yat (2) huruf b terdiri dari:
a PPNS Lingkungan Hidup;
b. · Penyidik POLRI;

· c. .Jaksa/Penuritut Umum.

(2) STPHPL mempunyai tugas melakukan penyelidikan (PULBAKET), penyidikan, penl.!iltiJt'3n dan · 
super1!si terhadap suatu kasus ya11g memenuhi kriteria telah terjadinya pencemar,m dan/atau 
perusakan lingkungan (bukti permulaan yang cukup) atau adanya dugaan tindal,. pidana 
penccmaran dan/ata:..i kerusakan lingkungan sebagaimar ""' r1; .,...�,,,,, ,r1 ,.,, r1a1am LJL I No. 23 
Tahun 1997 tentang Pengelolaan L'.ngkunnan Hid up. 

(3) Mekanisme pelaksanaan tugas STPHPL sebagaimana dimaksud dalam ay2t �1) akan
ditet&pknn oleh Gubernur Daer3h lstimewa Yogyakarta.

Pasal8 

Dalam rangka pelaksanaan operasional Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Te:rpadu 
dibentul</ditunjuk Badar, Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Propins; Oaerah 
lstimewa Yogyakarta sebagai Sekretariat, yang bertugas memperlancar pelaksanaan 0perasional 
Tim Pene�akan Hukum Lingkungar, Hidup Terpadu. 

BABV 

PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI 

Pasal9 

(1) Sanl(si Administrasi dijatuhkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau pejabat pemberi izir. us aha
dan!atau kegiatan berdasarkan hasil verif;kasi pengaduan sebagaimana dimaksud di dalam·
Pa3al G ayat (2) huruf a oleh Pejctbat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yar.g tergabung
cJalam STP2LH.

(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mela:,ukan pelnr ,ggaran terhadap per�turan
perundang-undangan di bidang lingkungan hidup 3kan dikenakan sanksi administrasi sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABVI 

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN 

Bagian Pertama 
renyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan 

Pasal 10 

(1) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dilak":.anakan dengan mengajukan gugatc.n ganti
kerugian dan/atau tuntutan melakukan tindakan tertentu ke pengadilan atas kerugiari yang.

· d!Umbulkan bagi manusia clan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau ;:,erusakan
lingkungan hidup.

(2) Pengajuan gugatan ganti kerugian atau tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dilakukan
oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dikuasakan melalui Sur2t KL!asa
Khusus i<epada Kejaksaan Agung/Kejaksaan Ting']i.



(3) Penyusunan gugatan ganti kerugian danh 1tau tuntutan f�bagaimana dimaks�d dala 11 ::iyat (1)
dilaku:<an oleh Kelompok Kerja Hukum yang tergabung dalam STP2LH.

· (4) Gugatan �anti kerugian di�usun berdasarkan prinsip tanggungjawab mutlak atau striut liability
sebagaimana dimaksud dalam Pasal :;.5 Undrmg-undang No. 23 Tahun 19�7 !erit�.ng 
Pen9elolaan Lingkungan Hidup 

Bagian Kedua 
Penyelesaian Sengketa ai Luar Pengadilan 

Pasal 11 

· (1) Penye!esaian sengketa Ji luar pengadilan dilakukan untuk memperoleh kesepakatari ci! ailtara
p;.;tr8 pihak yang berkepentingan menge .1ai bentuk dan besarnya ganti kerugic111 d;:rn/atal.! 
tindakan pemulihan fungsi lin�Jkungan hidup yang t�lcJh tercemar dcln/atau rusak. 

(2) Per,ye!enggaraan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan oleh STP2LH.

(3) Mekanisme pengelolaan permohonan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di bar
pengc.dilan dapclt me11gacu kepada Keputusan Menteri Negara Lingkungan HicJur, No. 78
Tcthlln 2003 tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Pnm,,-,lnr')i � .... Q'"''1gketa Li,JkLmgan
Hidup di _Luar Pengadilan pad a Kementerirtn Lingkungan Hid up.

BAB VII 

PENEGAKAN HUKUM PIDANA 

Bagian Pertc.1ma 
Penyidikan 

Pasal 12 

(1) p·enyidikan tP.rhadap tindak pidana lingkungan hidup dilakukan apabila telah ad�r.ya bukti
per111L!laan yang cukup sesuai perundang-undangan;

(2) Penyidikan dilakukan oleh Penyidik POLRI dan atau Pejabat Penyidik Pegaw::ii Neneri Sipil
L:ngkuilgan HiC:up (PPNS-LH) Bapedalda Propinsi Daerah lstimewa Yogyakar�r:i yang
tergabung dalam STPHPL.

(3) Apal.i1la dalam pelaksanaan penyidikan dilapanJan mengalami hambatan, 1:1akn PP-nyidik
POLRi wajib memberikan Bantuan Penyidikan dan pengamanan baik terhadap bsrang bukti
maupuri keamanan Petugas yang sedang melaksanakan tvgas penyidikan di lapangan.

(4) Dalam :,al Penyidik POLRI melakukan pE nyidikan, STPHPL wajib memberikan bantua1, yang
diperlukan dalam rangka percepatan penyelesaian perka:ct tindak pidana lingkungan hidup.

(5) Bantuan Penyidikan dan Pengall'anan Kepolisian diberikan kepada
a. Petugas STPHPL yang akan dan sedang melaksanakan proses penyidik&n berupa

�enyelidikan, Olah TKP, tmmasuk kegiatan pencarian dan penyitaan barang bukf.i serta
mencari tersangka maupun pengumpulan bahan keterangan dari para saksi-�ak3i.

b. Petugas STPHPL yang akan dan sedang melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana
!ingkungan hidup.

c. Fetugas STPHPL yang akan dan sedang melaksanakan tindakan hukum bctik µenyitaan
t.>arang maupun dan/atau membawc barang bukti dari tempat kejadian ke Tempat
Penyimpanan atau Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN).



(6) Dn!ari upaya men�ntaskan proses penyidi�an, maka Petugas STPHPL wajib melaksanakan
koordi11as! dengan Penyidik POLRI sesurti undang-undang yang berlaku.

(7) Pelaksar,aan Koordinasi antara Petugas STPHPL dengan Penyidik POLRI car. Pihal<
K�jaks::iar. (Jaksa Pen·untut Umum) dilaksanakan secara berkala minimal 3 (tiga) bular sek:Jli.

Pasal 13 

Sebelurr, berkas perkara Tahap Pertama diserahkan kepada Penuntut Umum, Penydik wajib 
melakuk:rn Gelar Perkara. 

82C1ian Kedua 
Penuntutan 

Pasal 14 

('i) Pcnuntutan tindak pidana lingkungan hidup dilakukan terhadap rerkara hasil penyidikan yang 
telah dinyatakan memenuhi syarat form ii dan mate1 iii oleh Penuntut Umum dan telah cJiikuti 
dcnga� penyerahan tersangka serta bara119 bukt i kepada Penuntut Umum. 

- (2) Penuntutan sebagaimana dimaksud dalar 1 ayat (1) dilakukan oleh Jaksa Penuntut Uinum baik
yang tergabung di dalam maupun di luar STPHPL. 

(3) Ja!<sa yang tergabung da lam STPHPL dapat melakukan koordinasi penuntutan ternada::;i .laksa
Pen:..:ntut Umum di luar STPHPL ynng menangani perkara.

Pasal 15 

Jaksr.i Penuntut Umum baik yang tergabung di dalam maupun di luar STPHPL sebdum 
melimpahkan perkara ke pengadilan, wajib menyiapkan segala sesuatunya yang berkai�an clengan 
pelimpahan perkara ke pengadilan. 

3AB VIII 

PERTUKARAN OAT A DAN INFORMASI 

Pasal 16 

Dalam rangka pelaksannan operasional penegakan hukum lingkungan terpadu, Gubernur, l(epala 
. Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta de .... '-'�:-' ..... 'a Pusat 

Pengelol.::an Lingkungan Hidup Regional Jawa bekerjasama untuk: 
a. Saling memberikan data dan informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan perkerr.hangan

mas:::13h-masalah pencemaran dan perusakan lingkungan;

b. Per.gembangan hasis data dan informasi;



BAB IX 

SOSIALISASI DAN PENYULUHAN 

Pasal 17 

(1) Dala:n rangka pengembangan sistem p3naatan, Gubernur, Kepala Kejaksaan Tir,ggi, l(epala
Ke�o!isian Daerah dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa di D-3erah
lstirnewa Yogyakarta bersepakat melakukan sosiali$asi dan 9enyuluhan Penegal-:2n Hukum
Lingkungan Hidup.

> (2) Sosialisasi dan penyuluhan dapat dilaksanakar oleh masing-masing lnstansi �ebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di atas. 

BABX 

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Pasal 18 

(1) Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Oaerah dan Kepala Pusat PE-ngel< 'aan
Lingkungan Hidup Regional Jawa di Propinsi Daerah lstimewa Yogyakarta ocrsepakat
melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan dalam
rangka pernbentukan sistem Penega'<an Hukum Lingkungan Ter_)adu.

(2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pad a a� at ( 1) akan dikoordinc1sikc1n oleh
Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa.

BAB XI 

PEMBIAYAAN 

Pasal 19 

Segala biaya sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bersama ini dibebanka'l kepac� Anggaran 
Pendapo�a,1 ;:,c1anja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Propinsi Daerah l�timewa 
Yogyal<2rta. 

"3AB XII 

KETENTuAN LA.IN-LAIN 

Pasal20 



... 

(1) Segala bentuk yang mungkin timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Bersar,1a iui
akan diselesaikan secara bersama antara Gubemt•r, Kajati, Kapolda Daerah Jstim�wa
Yogyakarta dan Kepala Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa �ecar�
musyawarah dan mufakat.

(2) Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bersama ini, maka perlu disusun RencM1 r<erja
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Terpadu yang dikoordinasikan oleh Gube1 nur
Daerah Istimewa Y ogyakarta.

(3) Hal-hat yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur lebih lan_iui. oleh
Gubemur Daerah Tstimewa Yogyakarta

BABXIl 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 2•1 

Peraturan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya mcmcrintahkan pengundangan Peraturan Be1sarr.a mi 
dt::ngan penempatannya dalam Serita D..1erah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 

/ NURC A�i 
A __ JAKSA UTAMA MUD 

Ditetapkan di Yogyakarta 
pada tanggal 

BERNUR 
EWA YOGYAKARTA, 

LA KEPOUSrAN DAER,\iJ 
A ISTIMEWA YOGYAK,\J<TA, 

i\RIS SAMPURNO D.1-\.TI, SH 
BRIGJEND. POLJSI 

---..... �IM\:li.E'f ARIS DAERAH 
AERAH JSTIMF,W,\ 
YAKARTA 

BER[TA DAERAH PROPINH 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAt(AltTA 

TAHUN NOMOR SERI 
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